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Khiyâr ‘aib merupakan hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi 
kedua belah pihak yang ber akad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang 
diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. 
Dalam jual beli dikenal dengan adanya hak opsi atau Khiyâr yaitu hak untuk 
melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. Sehubungan dengan perkembangan 
perekonomian maka akan menghasilkan variasi barang yang beragam, untuk 
mempermudah dalam kehidupan keseharian masyarakat. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana Implementasi Khiyâr‘aib terhadap jual beli barang 
elektronik di kecamatan Darussalam, Bagaimana bentuk Khiyâr ‘Aib pada jual beli 
barang elektronik  dikecamatan Darussalam dan Bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap implementasi khiyâr ‘aib pada transaksi jual beli barang elektronik di 
kecamatan Darussalam, untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis 
menggunakan pendekatan Kualitatif dan untuk menggambarkan fenomena yang 
terjadi penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Penulis 
menyimpulkan bahwa khiyâr ‘aib yang di implementasikan oleh penjual pada toko 
Jasa Indah, toko Duta kado dan toko Lestari di kecamatan Darussalam belum 
sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dikarenakan masih terdapat ketidak adilan 
terhadap pembeli yang tidak digantikan barang yang cacat setelah dibelinya. 
Informasi yang diberikan oleh sebagian penjual sering bertolak belakang dengan 
fakta sebenarnya dari barang yang dibeli sehingga hal inilah yang menimbulkan 
kekecewaan pembeli. Pelaksanaan implementasi khiyâr ‘aib belum sepenuhnya 
memberikan hak khiyâr nya atau khiyâr ‘aib kepada konsumen untuk mendapat ganti 
rugi terhadap kerusakan barang yang dibelinya jika terdapat cacat karena tidak 
adanya kejelasan terhadap waktu dan pelayanan yang mereka berikan kepada 
konsumen.  
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
Tranliterasi kata-kata Arab yang Dipakai dalam penusunan Skripsi ini 
berpedoman pada surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilamba
ngkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب b  17 ظ ẓ z dengan titik di bawahnya 
3 ت t  18 ع ‘  
4 ث ṡ s dengan titik di atasnya 19 غ g 
 
5 ج j  20 ف f  
6 ح ḥ h dengan titik di bawahnya 21 ق q 
 
7 خ kh  22 ك k  
8 د d  23 ل l  
9 ذ ż z dengan titik di atasnya 24 م m 
 
10 ر r  25 ن n  
11 ز z  26 و w  
12 س s  27 ه h  
13 ش sy  28 ء ’  
14 ص ṣ s dengan titik di bawahnya 29 ي y 
 
15 ض ḍ d dengan titik di bawahnya    
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
viii 
 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
       Tanda        Nama       Huruf Latin 
 َ◌           Fatḥah a 
 ِ◌       Kasrah i 
 ُ◌      Dammah u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
             Tanda dan 
           Huruf          Nama 
      Gabungan 
      Huruf 
 َ◌ ي      
           Fatḥah dan 
ya 
ai 
 َ◌ و  
            Fatḥah dan 
wau       
au 
 
Contoh: 
فیك : kaifa    لوھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
               Harkat dan 
            Huruf        Nama 
             Huruf 
dan tanda 
 َ◌ي/ا            Fatḥah dan alif atau ya 
ā 
 ِ◌ي        Kasrah dan ya ī 
 ُ◌ي  
         Dammah dan 
waw 
ū 
 
Contoh: 
لاق : qāla 
ix 
 
ىمر : ramā 
لیق : qīla 
لوقی : yaqūlu 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
ةضور لافطلاا   : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
ةنیدملا ةرونملا  ◌۬  : al-Madīnah al-Munawwarah/ 
       al-Madīnatul Munawwarah 
ةحلط   : ṭalḥah 
 
 Catatan: 
 Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 
Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 
Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah ada sejak adanya 
peradaban manusia. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang 
berdasarkan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli. Atau, dengan pengertian 
lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti tertentu 
dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.1 
Dalam jual beli berlaku khiyâr, khiyâr menurut bahasa bermakna pilihan, 
khiyâr merupakan hak memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang 
melaksanakan transaksi jual beli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang 
disepakati. Menurut Imam Syafi’i, setiap dua orang yang melakukan transaksi jual 
beli dengan utang atau tunai serta saling suka sama suka, maka keduanya boleh 
berkhiyâr baik untuk memilih menggagalkan jual beli atau menyetujui selama mereka 
belum berpisah dari tempatnya atau tempat duduk mereka dimana mereka melakukan 
transaksi.2 
Khiyâr menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Ekonomi Syariah yaitu hak pilih 
bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang 
                                                             
1Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (jilid 3), (Jakarta: Al-I’tizom, 2008), hlm. 263. 
2Ridwan Nurdin & Azmil Umur, Hukum Islam Kontemporer (Banda Aceh: Universiti 
Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 
2015), hlm. 223.  
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dilakukan.3 Selain itu khiyâr juga merupakan kewenangan untuk menahan atau 
menerima didalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik 
dalam ijab maupun qabul. Seorang pembeli memiliki hak khiyâr dan boleh menolak 
barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika dia belum sempat 
memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak 
khiyâr untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak khiyâr secara umum boleh 
diminta oleh pihak yang manapun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad 
dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut, kepemilikan hak 
khiyâr dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, 
atau menyatakannya tanpa pengetahuannya. Seorang pembeli yang menemukan cacat 
apapun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli itu.4 
Menurut ulama fiqh, khiyâr disyariatkan atau dibolehkan karena suatu 
keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang 
melakukan transaksi. Apabila seseorang pembeli membeli barang yang ada kecacatan 
tanpa disadarinya, maka adil jika dia diberi peluang untuk memilih apakah ingin 
mengesahkan pembelian itu atau membatalkannya.5 Allah SWT telah memberikan 
toleransi bagi kedua belah pihak setelah mereka melakukan transaksi. Sehingga 
memungkinkan untuk mereka kembali ke meja transaksi. Terkadang tiba-tiba ada 
sebab yang melintas di benak salah satu dari keduanya untuk merubah akad atau salah 
                                                             
3Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 105.  
4Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana, 
2012), hlm. 125.  
5Ridwan Nurdin & Azmil Umur, Hukum Islam Kontemporer…, hlm. 224.  
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satu dari mereka melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akad atau tidak sesuai 
dengan kesepakatan. Oleh karena itu, Allah yang Maha bijaksana memberikan 
kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling melihat dan meneliti barang yang 
akan diperjualbelikan.6  
Mardani dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Ekonomi Syariah” membagi 
khiyâr menjadi tiga bagian, yaitu: khiyâr majlis, khiyâr syarat, dan khiyâr aib. Selain 
tiga kategori tersebut, Muhammad Tahir Mansoori membagi khiyâr kepada empat 
macam, tambahannya adalah khiyâr Al-qhabn (hak membatalkan kontrak karena 
penipuan).7 Sementara menurut Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul “Fiqh 
Muamalah” membagi khiyâr menjadi bersumber dari kedua belah pihak yang 
berakad, seperti khiyâr asy-syarat dan khiyâr at-ta’yin, dan ada pula khiyâr yang 
bersumber dari syara’, seperti khiyâr al-‘aib, khiyâr ar-ru’yah, dan khiyâr al-majlis.8 
Khiyâr aib adalah suatu hal yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak 
jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang 
yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hal ini telah digariskan 
oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. 
Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli 
                                                             
6Abul Futuh Shabri, Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi (terj. Misbakhul Khaer), (Jakarta: 
Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 170.  
7Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah) …, hlm. 106-107. 
8Nasron Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130.  
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mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui 
tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.9 
Sehubungan dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat maka 
akan menghasilkan pula variasi barang/produk yang beragam seiring dengan semakin 
meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kondisi ini berakibat pada konsumen bebas 
memilih aneka jenis dan kualitas barang yang akan dibeli, sesuai dengan keinginan 
dan kesanggupannya. 
Dari sekian  banyak toko elektronik yang ada di Kecamatan Darussalam, 
Toko elektronik di Gampong Tungkop termasuk salah satu tempat yang strategis 
untuk dijadikan lokasi penjualan barang elektronik seperti seperti toko Jaya Indah, 
Duta Kado dan toko Lestari. Dalam penelitian ini penulis hanya fokus terhadap hak 
pilih pembeli dalam menentukan barang yang terdapat cacat tersembunyi pada jual 
beli di toko barang Elektronik. 
Berkaitan dengan jual beli barang elektronik sering terjadi peristiwa yang 
tidak semestenyi dimana penjual tidak bertanggung jawab dalam implementasi khiyâr 
aib, hal ini dialami oleh salah satu konsumen dalam pengembalian dispenser yang 
rusak karena airnya tidak bisa panas ketika dipanaskan, saat diminta petanggung 
jawaban pihak penjual tidak merespon keinginan konsumen, karena pihak penjual 
mengaku sudah mencoba barang tersebut sebelum serah terima dengan pihak 
pembeli.  
                                                             
9Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah ) …, hlm. 105.  
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Untuk memberi pelayanan terbaik kepada konsumen, maka salah satu upaya 
yang dilakukan oleh penjual yaitu memberikan pengembalian barang ketika rusak. 
Realita yang terjadi, ketika konsumen ingin mengembalikan produk yang 
mengandung cacat tersebut pemilik toko tidak bersedia mengganti. Hal ini 
mencerminkan pemilik toko tidak bertanggung jawab dalam implementasi khiyâr 
‘aib. Tidak terlaksananya implementasi khiyâr ‘aib ini dilandasi oleh beberapa alasan 
yang dianggap tepat oleh pemilik toko, namun di sisi lain hal tersebut menyebabkan 
kerugian bagi konsumen sehingga menimbulkan ketidak adilan. 
Keadilan merupakan prinsip yang pertama dan terutama. Al-Qur’an 
menyerahkan kepada manusia untuk mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan. 
Walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling 
diutamakan adalah akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial. Jika manusia 
mengadakan hubungan sosial dengan individu lain, maka persoalan keadilan 
merupakan hal yang harus diikutsertakan.10 
Dalam konsep muamalah, transaksi yang dianjurkan adalah transaksi yang 
sama-sama menguntungkan atas dasar suka sama suka serta tidak merugikan salah 
satu pihak. Dalam jual beli, konsumen berhak atas produk yang sesuai dengan 
harapan pembeli sebuah produk atau jasa. Penjual tidak ada alasan apapun untuk 
menipu atau merugikan dalam bentuk apapun karena mereka adalah pembeli yang 
mengeluarkan uang. Karena apa yang menjadi hak pembeli justru menjadi kewajiban 
                                                             
10Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, Alih Bahasa: Anas Sidiq, 
cet.ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 41.  
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penjual . Sebaliknya apa yang menjadi hak penjual justru menjadi kewajiban 
konsumen. Didalam diri keduanya, yaitu penjual dan pembeli sama-sama melekat hak 
dan kewajiban masing-masing. Jika ada pembeli telah membayar sesuai dengan 
harga, maka penjual wajib menyerahkan barang yang disepakati. Atau bisa dikatakan, 
jika penjual telah menyerahkan barang yang menjadi hak penjual.11   
Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih 
mendalam mengenai implementasi khiyâr ‘aib yang terjadi di toko elektronik yang 
terdapat di kecamatan Darussalam yang mengakibatkan tidak adanya hukum. Maka 
penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian 
tentang “Implementasi khiyâr ‘aib pada transaksi jual beli barang eloktronik di 
kecamatan Darussalam menurut hukum islam”. 
1.2.Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya,maka rumusan 
masalah syang akan menjadi tolak ukur penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana bentuk Khiyâr ‘Aib pada jual beli barang elektronik  
dikecamatan Darussalam? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi khiyâr aib pada 
transaksi jual beli barang elektronik di kecamatan Darussalam? 
 
 
                                                             
11Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis dan Praktis (Malang: Uin-Malang 
Press, 2008), hlm. 52-53.  
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1.3.Tujuan penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah: 
1. Untuk mengetahui bentuk khiyâr ‘aib pada jual beli barang elektronik 
dikecamatan Darussalam. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi khiyâr 
‘aib pada transaksi jual beli barang eloktronik di kecamatan Darussalam. 
1.4.Penjelasan istilah 
 
Untuk memperoleh gambaran yang benar dan tidak menimbulkan 
kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka 
terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan 
pembahasan. Adapun beberapa istilah tersebut yaitu: 
1.4.1. Implementasi 
Menurut KKBI definisi dari implementasi adalah pelaksanaan; penerapan. 
Implemetasi adalah tidak hanya sekedar aktivitas saja namun merupakan suatu 
kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 
norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.12  
1.4.2. Khiyâr ‘aib 
Khiyâr ‘aib artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apa 
bila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau 
mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik, dan sewaktu 
                                                             
12Faith-io.biz, pengertian implementasi, diakses pada tanggal  03 Desember 2017 dari situs: 
https://fatih-oi.biz/pengertian-implementasi.html.  
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akad cacatnya itu sudah ada, tetapi pembeli tidak tahu, atau terjadi sesudah akad, 
yaitu sebelum diterimanya. Adapun cacat yang terjadi sesudah akad sebelum barang 
diterima, maka barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli masih dalam 
tanggungan penjual. Kalau barang ada ditangan pembeli, boleh dikembalikan serta 
diminta kembali uangnya. Akan tetapi, kalau barang itu tidak ada lagi, maka dia 
berhak meminta ganti kerugian saja sebanyak kekurangan harga barang sebab adanya 
cacat itu.13 
1.4.3. Transaksi Jual Beli 
Jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling 
menggantikan.14 Jual beli mrupakan kegiatan saling tolong menolong. Prinsip dasar 
yang telah diterapkan islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari 
kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.15 Jual beli adalah akad yang umum digunakan 
dalam masyarakat. Menurut pasal 20 ayat 1 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan perbuatan hukum tertentu. Kemudian dalam pasal 20 ayat 2 kompilasi 
Hukum Ekonomii Syariah, ba’I adalah jual beli antara benda dengan benda, atau 
pertukaran benda dengan uang.16 
 
                                                             
13Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 287-288.  
14Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam (Jakarta: 
Amzah, 2010), hlm.23.  
15Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 
1997), hlm. 288.  
16Badilag.net, tentang akad, diakses pada tanggal  05 Desember 2017 dari situs: http:// 
badilag.net. 
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1.4.4. Barang eloktronik 
Barang elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip eloktronika, hal 
atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar 
elektronika.17 
1.4.5. Hukum Islam 
Istilah hukum islam berlafaz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, 
sebagai padanan dari fiqh islam atau syariat islam yang bersumber kepada Al-quran, 
As-Sunnah, dan Ijma’ para sahabat dan tabiin. Hukum Islam sebenarnya tidak lain 
adalah mengenai fiqh islam atau syariat islam yaitu :hasil daya upaya para fuqaha 
dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”18 
Menurut pendapat Hasbi Ash Shiddieqy, hukum islam merupakan hukum 
yang tetap berlaku untuk setiap masa, tidk berubah-rubah, yang diterapkan secara 
jelas dan tegas. Hal ini tidak berarti hukum islam bersifat statis, tetapi berkaitan 
dengan soal-soal yang tidak berubah-ubah dan terus hidup. Adakalanya berkaitan 
dengan dasar kemasyarakatan, adakalanya pula berkaitan dengan suatu prinsip 
undang-undang yang tidak dapat diubah dengan perubahan masa.19 
1.5. Kajian Pustaka 
Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang 
membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada implementasi 
                                                             
17https://kkbi.web.id/elektronik.html  
18Muhamma Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki 
Putra,t.t), hlm. 29.   
19Abd. Shomad, hukum islam penormaan prinsip syariah dalam hukum ind onesia (Jakarta: 
Kencana, 2010), hlm. 31. 
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khiyâr ‘aib pada transaksi jual beli barang eloktronik di kecamatan Darussalam. 
Maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji 
sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan 
berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain. 
Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Ikram Abdul 
Hamid dengan judul penelitian “jual beli valuta asing di tinjau menurut hukum 
islam” penelitian ini menjelaskan tentang jual beli valuta asing apakah sesuai 
menurut tinjauan hukum Islam, dan untuk mengetahui sistem perjanjian dan tanggung 
jawab pihak toko terhadap barang yang dijualnya, serta proses jual beli Valuta asing 
dan proses penyelesaiannya dengan konsumen. 
Selanjutnya karya ilmiah oleh R. Jauhar Arifin dengan judul penelitian 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP 
Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah hak dan kewajiban perlindungan konsumen 
dalam jual beli hp second di Segoroyoso Pleret telah sesuai dengan hukum Islam. 
Serta proses jual beli hp second dan proses penyelesaian pada konsumen apabila 
terjadi wanprestasi.20 
Selain itu ada juga yang dilakukan oleh Milda Novtari Isda dengan judul 
penelitian “Implementasi Khiyâr Ta’yin Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di  
                                                             
20R. Jauhar Arifin, tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli 
Hp Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, (skripsi tidak dipublikasikan), 
Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.   
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Kecamatan Syiah Kuala”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih detail 
praktik jual beli aksesoris Hp disekitaran Kecamatan Syiah Kuala.21 
Adapun selain dari pada itu yang dilakukan oleh Amalia Hidayati dengan 
judul penelitian “Analisis Mekanisme Klaim Garansi Dalam Jual Beli Hp di 
Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh (Studi Tinjauan dalam Perspektif khiyâr 
‘aib)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh terhadap penyelesaian 
masalah klaim garansi di kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. 
Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas terletak pada objek kajian dan 
lokasi penelitiannya, dimana mengambil objek dengan fokus kajian pada 
implementasi khiyâr ‘aib pada jual beli barang elektronik.  
1.6. Metode penelitian  
Salah satu bagian penting dalam kegiatan ilmiah adalah metodologi mengenai 
penelitian yang akan dilakukan. Metodologi penelitian merupakan bagian integral 
dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang 
dilakukan tersusun secara sistematis.22 Untuk perlu dijabarkan metodologi penelitian 
yang hendak dilakukan ketika melaksanakan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun 
metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
 
                                                             
21Milda Novtari Isda, Implementasi Khiyar Ta’yin Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di 
Kecamatan Syiah Kuala,(skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 
Banda Aceh, 2016. 
22Burhan Bungin, Analisi Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
2005), hlm. 37.  
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1.6.1. Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang 
sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 
fenomena yang ingin diketahui.23 
1.6.2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan 
suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, 
suatu pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif analisis 
yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi khiyâr aib pada jual beli 
barang elektronik. 
1.6.3. Jenis Data 
Jenis data yang digali dalam penelitian ini meliputi data primer (primary data) 
dan data sekunder (secondary data).24 
a. Sumber Data Primer 
Field Research (penelitian Lapangan) merupakan suatu penelitian 
lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang 
menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di 
                                                             
23Muhammad  Nasir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.  
24Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 121.  
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toko elektronik di kecamatan Darussalam, tentang implementasi khiyâr 
aib pada transaksi jual beli barang elektronik yang dianalisis menurut 
perspektif Hukum Islam. Melalui penelitian ini diharapkan akan 
memperoleh data yang valid dan akurat. 
b. Sumber Data Sekunder 
Library Research (data yang berasal dari literature kepustakaan), yaitu 
penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku, 
artikel, dan situs website yang berkaitan dengan khiyâr aib. Kemudian di 
kategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menutaskan karya ilmiah 
ini sehingga mendapat hasil yang valid. Diantara buku-buku yang dipakai 
sebagai bahan sekunder adalah Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Hendi 
sehendi, fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayid Sabiq, fiqih Islam wa 
Adillatuhu yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, serta Fiqh Muamalah 
yang ditulis oleh Nasrun Haroen. 
1.6.4. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin 
diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian karya ilmiah 
ini. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih tempat peneliti dijalan Blang 
Bintang lama, Tungkop Darussalam Aceh besar. 
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1.6.5. Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti di 
Toko Elektronik dikecamatan Darussalam, yaitu gampong Tungkop. Sehingga dapat 
mengetahui lebih detail tentang implementasi khiyâr aib pada transasksi jual beli 
barang elektronik dikecamatan Darussalam. 
2. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan yang 
diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang 
berhubungan dengan masalah peneliti.25 Peneliti harus merencanakan dan 
mempersiapkan tata cara wawancara secara kelompok/perorangan atau wawancara 
kelompok/group, kapan waktu dan tempat wawancara tersebut dilakukan.26 
Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu 
wawancara yang tidak berpodoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan 
sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pegawai yang 
bekerja ditoko elektronik tungkop. Serta penulis juga mewawancarai dua narasumber 
yang mengklaim barang cacat/rusak. 
 
 
 
                                                             
25Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57-58.  
26Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: 2008), hlm. 58.  
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3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah cacatan peristiwa yang telah berlalu, berbentuk tulisan, 
buku, gambar, atau karya-karya seseorang yang monumental.27 Dokumentasi yaitu 
teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis, baik berupa brosur, 
buku, maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul akan 
dikembangkan, kemudian dibahas dengan cara menganalisis setiap data yang masuk 
dan menyesuaikan dengan hasil pengumpulan data untuk diambil kesimpulan. 
1.6.6. Langkah-Langkah Analisi Data 
Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, baik dari hasil 
wawancara, maupun dari hasil studi dokumentasi, selanjutnya peneliti melakukan 
pengolahan data. Selanjutnya data yang telah ada perlu dikumpulkan semua agar 
mudah mencari apakah semua data yang dibutuhkan sudah tercakupi semua, 
kemudian penulis mengklarifikasikan data dengan menggolongkan, 
mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klarifikasi tertentu yang telah 
ditentukan oleh peneliti, data-data ini kemudian akan dikelompokkan pada masing-
masing pertanyaan peniliti dan berdasarkan tujuan dari masing-masing pertanyaan. 
1.7. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, 
maka didalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya kedalam 
empat bab, yaitu sebagai berikut: 
                                                             
27Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek…, hlm. 65. 
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Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodelogi 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai khiyâr aib yang meliputi 
pengertian khiyâr aib dan landasan hukumnya, pendapat ulama tentang khiyâr aib 
dalam jual beli, pembagian khiyâr, serta Korelasi, Implementasi dan Relevansi antara 
Khiyâr Aib. 
Bab tiga mengenai inti yang membahas tentang Implementasi khiyâr aib pada 
transaksi jual beli barang elektronik di kecamatan Darussalam yaitu mengenai 
gambaran umum lokasi toko elektronik di kecamatan Darussalam, bentuk penerapan 
khiyâr aib dalam jual beli, perbedaan kualitas dan harga dari barang elektronik 
menurut penjual dan pembeli, dan analisis penerapan khiyâr aib pada toko elektronik 
di kecamatan Darussalam menurut pespektif hukum Islam. Bab ini penting 
dikemukakan karena bab ini yang menjadi objek penelitian. 
Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang 
berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan 
penelitian yang berguna seputar topic pembahasan. 
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BAB DUA 
KONSEP KHIYÂR ‘AIB SERTA PENGARUHNYA TERHADAP JUAL BELI 
BARANG ELEKTRONIK 
 
2.1.Pengertian Khiyâr ‘aib dan Landasan Hukumnya 
Al-Khiyâr (رایخلا) dengan kasrah kha’ berasal dari kata ikhtiyar (رایتخا) atau at- 
takhyir (ریختلا) yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada berupa 
meneruskan jual beli atau membatalkannya.P0F1P Seorang pelaku akad memiliki hak 
khiyâr (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan mem-
fasakh-nya (jika khiyâr nya khiyâr syarat, khiyâr ru’yah, khiyâr ‘aib) atau pelaku 
akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika khiyârnya khiyâr ta’yin).P1F2P 
Kata al-khiyâr dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan al-khiyâr 
dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam 
bidang perdata khususnya transaksi ekenomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah 
pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam 
transaksi dimaksud. Al-khiyâr ialah mencari kebaikan dari dua perkara, 
melangsungkan atau membatalkan.P2F3P Menurut ulama fiqih, khiyâr yaitu:  
 َي نًا ُك ْو َن  ِلل ُم ـَت َع ِق ا ِد َْلحا ُق  ِا ف ْم َض ِءاا ْل َع ْق ِد َا و َناَك ْنِا ِهِخَسَف  ْنَاَْوا ٍبْيَعْوا ٍةَسْؤُرَْوا ٍطْرَشُراََيْلخا  ِْينَعْـيَـبْلاُدَحَاَراَتَْيخ
 ٍينْيِعَت ُراَِيلخا َناَك ْنٍا  
                                                             
1Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, Fiqhul Islam Syarah Buluqhul Maram, jilid 5 (terj. Izzudin 
Karimi,dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 140.  
2 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.  
3Sayid Sabiq, fikih Sunnah, jilid 12-14 (terj. Moh. Nurhakim),(Bandung: PT. Al Ma’arif, 
2001), hlm. 100.  
17 
 
 
 
 
Artinya: “suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk  Memutuskan 
akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyâr tersebut 
berupa khiyâr syarat, ;aib atau ru’yah, atau hendaklah memilih antara dua 
barang jika khiyâr ta’yin.4 
Secara terminology, al-Zuhaliy mendefinisikan khiyâr adalah hak pilih bagi 
salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau 
tidak meneruskan kontrak dengan menkanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar 
Basyir, Khiyâr berarti hak memiliki antara barang-barang yang deperjualbelikan bila 
hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak khiyâr 
ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas 
kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi 
sahnya suatu kontrak.5  M. Abdul Mujjeb mendefinisikan khiyâr ialah hak memilih 
atau menetukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual 
beli akan diteruskan atau dibatalkan.6 
Sementara itu yang dimaksud khiyâr ‘aib adalah pembeli boleh 
mengembalikan barang yang dibelinya apa bila pada barang itu terdapat cacat yang 
mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya 
barang yang seperti itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi pembeli 
                                                             
4Rachmat Syafei. Fiqih Muamalah (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), hlm. 103. 
5Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 
(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 97-98.  
6Abdul Rahman, ghazaly, ghufron, ihsan, & sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah (Jakarta: 
Kencana, 2010), hlm. 97.  
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tidak tahu, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. Adapun cacat yang 
terjadi sesudah akad sebelum barang diterima, maka barang yang dijual sebelum 
diterima oleh pembeli masih dalam tanggungan penjual. Kalau barang ada ditangan 
pembeli, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi, kalau 
barang itu tidak ada lagi, maka dia berhak meminta ganti kerugian saja sebanyak 
kekurangan harga barang sebab adanya cacat itu.7 
Menurut Mardani, khiyâr ‘aib adalah suatu hak yang diberikan kepada 
pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika sipembeli 
menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai 
barang itu.8 
Dalam jual beli, menurut agama islam dibolehkan memilih, apakah akan 
meneruskan jual beli atau akan membatalkannya,9 tergantung keadaan (kondisi) 
barang yang diperjualbelikan. Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah 
mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya 
saja, syariat menetapkan hak khiyâr dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang 
terhadap kedua pelaku akad.10 
Berbagai khiyâr (hak untuk memilih) yang ditetapkan dalam syariat islam 
dalam perniagaan adalah salah satu bukti bahwa syariat islam menghormati hak 
kepemilikan, bahkan ini adalah salah satu bukti bahwa tidak ada syariat atau undang-
                                                             
7Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 287-288.   
8Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah,(Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2012), hlm. 106.  
9Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 83.  
10Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5…, hlm. 181. 
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undang yang lebih bagus dan lebih adil dalam hal menghormati hak kepemilikan. 
Dan ini adalah salah satu bentuk nyata dari penerapan firman Allah Ta’ala yang 
terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29:) 
مكْنِّم ٍضاَرَت ْنَع ًةَراَجِت َنوُكَت ْنأ َّلاِا ِلِطاَبْل اِب مُكَنْيَب ْمُكَلاَوْمَا اولُكأتَلا اوُنَمٰا َنْيِذّلااَهُّي َاٰي ْ◌  اولتقَتَلاَو
كبناك اللهانإ مكسفنأاميحر م  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta     
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa:29)11  
 Selama pedagang dan pembeli masih berada dalam satu tempat dan keduanya 
belum berpisah, maka keduanya mendapatkan hak khiyâr. Ini sesuai dengan sabda 
Rasulullah yaitu:  
 َيَْيح ِنيَث َّدَح َأن ْنَع هَّللا َلوُسَر َّنََأرَمُع ِنْب ِهَّللاِدْبَع ْنَع ٍعِفلا ىَلَص ٍدِحاَو ُّلُك ِناَعِي اَبَتُمْلا:َلاَق مَلَسَو ِهْيَلَع هَّل
 َّلاِإاَقَّرَفَـتَـي َْلماَم ِهِبِحاَص ىَلَِعراَِيْلخِاباَمُهْـنِمراَيِيلخا َعْيَـب  
Artinya: “Yahya meriwayatkan kepadaku dari malik, dari nafi’, dari Abdullah bin 
Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‘dua orang yang melakukan 
transaksi jual beli, masing-masing pihak memiliki pilihan terhadap 
keduanya belum berpisah, kecuali dalam jual beli khiyâr.’” (HR. Bukhari, 
pembahasan tentang jual beli, Bab “pembeli dan penjual memiliki pilihan”, 
hadits (2111).12 
 Dalam hadits Rasulullah Saw dijelaskan bahwa penjual dan pembeli boleh 
memilih selama keduanya belum berpisah, yaitu: 
                                                             
11Muhammad Arifin bin Badri, Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan 
Islam(Bogor: CV. Darul Ilmi, 2008), hlm. 274-275.  
12Imam Malik bin Anas, al-Muwaththa’ Imam Malik (terj. Muhammad Iqbal Qadir),(Jakarta: 
Pustaka Azzam, 2010), hlm. 78-79.  
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 َحاِدْبَع ُنْب ُلِصاواَنَـث َّدىَلْعَلأ َِسم:َلاَق،َرَمُعِْنبا ْنَع،ٍعِفَان ْنَع،ٍدْيِعَس ِنب ييح ْنَع،ِلْيىَضُف ُنْبُدَّمَُمح اَنَـث َّدَح، ُتْع
اَِمراَِيْلخِاب ِناَعَّـيَـبَْلا:ُلوُقَـي مَلَس َو ِهْيَلَع هَّللا ىَلَص هَّللا َلْوُسَر ،اَِقَترْفَـي َْلماَراَتَْيخْوَأ  
Artinya: “washil bin Abdul A’la menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail 
menceritakan kepada kami, dari yahya bin Sa’id, dari Nafi’, dari Ibnu 
Umar RA, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
‘penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih, selama mereka 
berdua belum berpisah atau memiliki’,” (Shahih Ibnu Majah (2181) 
Muttafaq alaih). 13 
 
Selain itu dari hadits-hadits Nabi lainnya yang berkaitan dengan khiyâr yaitu: 
ملَسَو ِهْيَلَع هَّللا َىلَص ِهَّللا ُلْوُسَرْـنَع،اَمُهْـنَع هَّللا َيِضَرَرَمُع ِنْبا ُثْيِدَح َّنأ، ُّلُكَف،ِنَلآُجَّرلا َعََياَبتَازإ:َلاَق ُه
اَاُهمُدّحُآرَّـَيُيخْوآ،اًع ْـي َِجم َناََكو اَقَّرَفَـتَـي َْلماَِمراَِيلخِاباَمُهْـنِم ٍدِحاَو ْدَقَـف َكَِلز ىَلَعاَعَـياَبَتَـفَرَخَلااَاُهمُدَحّأرَّـيَخ ْنإَف،َرَخَلا
:في يراخبلا هجرخآ).زُعْـيَـبلا َبَجَو باب:عويبلا باتك (عيبلا بجودقف عيبلادعب هبحاصاهمدحأيرخازإ         
Artinya: Ibnu Umar ra, meriwayatkan dari Rasulullah Saw, beliau bersabda, “jika 
dua orang melakukan jual beli maka masing-masing memiliki hak memilih 
atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat 
atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi, berarti jual 
beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah 
transaksi, sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan 
transaksi maka jual beli sudah sah.” (HR. Bukhari, Kitab: “Jual Beli” (34), 
Bab: Jika salah seorang memberi pilihan kepada temannya setelah jual beli, 
maka jual belinya harus dilakukan(45)). 14 
                                                             
13Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi (terj. Fachrurazi),(Jakarta 
Selatan: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 31-32.  
14Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-lu’lu’u wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa’alayhi Asy-
Syaykhani Al-Bukhariyyu wa Muslimun (terj. Tim Penerjemah Aqwam), (Jakarta Timur: Ummul Qura, 
2016), hlm. 734.  
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 َّنأ،اَمْنِع هَّللا َيِضَر ِهَّدَج ْنَع،ِهِْيبأ ْنَع،ٍبْيَعُش ِنْبَوِرْمَع ْنَعَواَبلا :َلَق مَلَسَو ِهيلَع هَّللا ىَلَص ِِّبيَّنلاعاَتِْيلماَو ُعِئ 
 ْسَي ْنأ ُهَيْشَخ ُُهِقراَفُـي ْنَأ ُهل ُل
َِيحَلاَو،ٍَيرِخ َهَقْفَص َنْوُكَت ْنَآَّلاإ،اَقَّرَفَـتَـي َّتَح َِيرِلخاِاب َّلاإ ُةَثْمَلخاا ُهاَوَر).زُهَلْـيِقَت
 ُِّنيطُقَرا َّدَلاَو،ُهَحاَم َنْبا َياَوِر ِْفيَو،(ِدْوُرَالجا ُنْباَو,ََةَيم َزُخ ُنْباَو،(َاِهماَكَم نماَقِّرَفَـتَـي َتَح :ٍة  
Artinya: Dari Amr bin Syu’aib bapaknya, dari kakeknya ra, bahwasanya Nabi Saw 
bersabda, “penjual dan pembeli berhak khiyâr sebelumkeduanya berpisah, 
kecuali telah ditetapkan khiyâr dan masing-masing pihak tidak boleh pergi 
karena takut jual belinya dibatalkan.” (Hadits riwayat lima imam selain 
Ibnu al-Jarud. Dalam sebuah riwayat disebut, “hingga keduanya berpisah 
dari tempatnya.”) 15 
 
 Sementara itu juga dijelaskan mengenai orang yang berlaku curang dalam 
transaksi jual beli yaitu:  
 ُثْي ِدَح  َرََكز :َلاَق اَمُهْـنَع هَّللا َيِضَر َرَمُع ِنْبا َتـْعَـيَاب َازإ:َلاَقَـف ِْعوُـيُـبل ا ِفي َُعدُْيخ ُهَّنأ ىَلَص ِِّبيَّنِلل ٌلُجَر
 َلاَجَلا :ْللُقَـف ََةب  
Artinya: Abdullah bin Umar Ra meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki 
menceritakan kepada Nabi Saw kalau ia tertipu dalam jual beli. Beliaupun 
bersabda: “jika kamu jual beli, katakanlah, ‘tidak ada penipuan.’” (HR. 
Bukhari, Kitab “Jual Beli” (34), Bab: tipu daya yang dilarang dalam jual 
beli (48)). 16 
 
 
                                                             
15Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram (Bekasi Timur: Pustaka 
Imam Adz-Dzahabi, 2009), hlm. 398.  
16 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-lu’lu’u wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa’alayhi Asy-
Syaykhani Al-Bukhariyyu wa Muslimun…, hlm. 735. 
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2.2. Pendapat Ulama Tentang Khiyâr ‘aib dalam Jual Beli 
 Dalam akad/ perjanjian jual beli, islam mengenal adanya suatu hak yang 
berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut 
sebagai khiyâr. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan 
perlindungan hukum tentang khiyâr. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih 
dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu 
produknya. Adanya ketentuan tentang khiyâr, juga merupakan salah satu sarana agar 
kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.17 Para ahli hukum islam 
berbada pendapat mengenai khiyâr. Perbedaan pendapat ini berkisar kepada hukum 
khiyâr itu sendiri, apakah hukum khiyâr tersebut dibolehkan ataupun tidak 
dibolehkan.  
Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyâr dalam pandangan ulama fiqh 
adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam 
mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.18 
Dalam kaitan dengan khiyâr ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa 
kontrak dalam syariat islam bersifat mengikat (lazim) dan tidak mengandung hak 
pilihan (khiyâr). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan 
stabilitas dalam kontrak. Oleh karena dalam kontrak diisyaratkan adanya unsur ridha 
antara pihak yang melakukan kontrak, maka syariat islam menetapkan hak pilihan 
(khiyâr) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah 
                                                             
17Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 
hlm. 138.  
18 Abdul Rahman, ghazaly, ghufron, ihsan, & sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah…, hlm. 98. 
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terpenuhi. Para pihak yang melakukan khiyâr dapat memilih antara meneruskan 
kontraknya atau membatalkan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-
hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan 
agar para pihak yang melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah 
kontrak dilaksanakan, sehingga kemaslahatan yang ditiju dalam kontrak tersebut 
dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. 
 Para ahli hukum islam membedakan khiyâr yang bersumber dari kedua belah 
pihak yang melakukan kontrak seperti khiyâr syarat dan khiyâr ta’yin, dan khiyâr 
yang bersumber dari syara’ itu sendiri seperti khiyâr ‘aib, khiyâr ru’yah dan khiyâr 
majlis.19  
Sementara itu khiyâr ‘aib menurut kesepakatan ulama Fiqh berlaku sejak 
diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli 
waris pemilik hak khiyâr. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyâr. 
Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyâr, menurut ulama Hanafiyah 
dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi 
nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan 
Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang 
unsure yang diinginkan dari padanya. 
Adapun syarat-syarat berlakunya khiyâr ‘aib menurut para pakar fiqh, setelah 
diketahui ada cacat pada barang itu, adalah: 
                                                             
19 Abdul Rahman, ghazaly, ghufron, ihsan, & sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah…, hlm. 99. 
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1. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima 
barang dan harga, atau cacat  itu merupakan cacat lama. 
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad 
berlangsung. 
3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa 
apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. 
4. Cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad. 
Adapun pengembalian barang yang cacatnya itu berdasarkan khiyâr al-‘aib 
boleh terhalang disebabkan:  
1. pemilik hak khiyâr rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan 
itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan. 
2. hak khiyâr itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan 
yang jelas maupun melalui tindakan. 
3. benda yang menajdi objek transaksi itu hilang ata muncul cacat baru 
disebabkan perbuatan pemilik hak khiyâr.atau barang itu telah berobah 
total ditangannya. 
4. terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak khiyâr.20 
Apabila objek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau 
telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila objek jual beli itu adalah hewan, 
maka anak hewan itu telah lahir di tangan pemilik khiyâr. Akan tetapi, apabila 
penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi objek jual beli 
                                                             
20Nasrun haroen, Fiqh Muamalah…, hlm. 137.  
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atau buah-buahan dari pohon yang dijualbelikan, maka tidak menghalangi hak 
khiyâr.21 
2.3. Pembagian Khiyâr 
 a. Khiyâr al-Majlis 
  Yang dimaksud dengan khiyâr al-majlis yaitu hak pilih bagi kedua 
belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada 
dalam majelis akad ( di ruangan toko ) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu 
transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah 
berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk 
menjual atau membeli. Khiyâr seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang 
bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli 
dan sewa menyewa. 
 Dasar hukum adanya khiyâr  al-majlis ini adalah sabda Rasulullah saw. Yang 
berbunyi: 
 امهنم دحأو ُّلكف نلاجَّرلا عيابتازإ :لاق ملسو هيلع الله ا ىلص اللها لوسر ،هنع اللها ىضررمع نبا نعو
رخَلاااهمدحأ َّيريخوا،اعيجماناكو اقَّرفتي لمام رايلخاب بجو دقف كلز لع اعيابتفرخَلاأاهمدحأّيرخ نإف،
    (ملسل ظفلاو،هيلع قفَّتم هاور) عيبلا بجودقف عيبلاامهنمدحاو كتري لمو،اعيابت نا دعب اقّرفت نإو،عيبلا 
Artinya: Dari Ibnu Umar radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda, “ 
Apabila dua orang melakukan akad jual beli, masing-masing pihak 
mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah dan masih 
bersama; atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan 
                                                             
21Nasrun haroen, Fiqh Muamalah…, hlm. 137. 
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khiyâr pada yang lain, lalu mereka berjual beli diatas dasar itu, maka 
jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan 
masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli 
itu”. (Mutafaq ‘alaih dengan lafazh Muslim).22 
 
 Para pakar hadist menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah saw. 
dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang 
yang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam 
an-Nawawi, Muhadis dan pakar fiqh Syafi’i, mengatakan bahwa untuk menyatakan 
penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruh diserahkan sepenuhnya kepada 
kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung. 
 Akan tetapi, tentang keabsahan khiyâr al-majlis ini terdapat perbedaan 
pendapat ulama. Ulama syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing 
pihak yang melakukan akad berhak mempunyai  khiyâr al-majlis, selama mereka 
masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan ijab (ungkapan jual beli 
dari penjual) dan qabul (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam 
majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau 
membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum 
mengikat. Akan tetapi, apabila setelah ijab dan qabul  masing-masing pihak tidak 
menggunakan hak khiyâr dan mereka mereka berpisah badan, maka jual beli itu 
dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat 
menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk 
                                                             
22Ibnu Hajar al-Asqalani, Buluqhul Maram & Dalil-Dalil Hukum, (terj. Khalifaturrahman & 
Hear Hearuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 349  
27 
 
 
 
membatalkan jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadist Rasulullah 
saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim diatas.  
 Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah sempurna dengan 
ada ijab dari penjual dan qabul dari pembeli. Alasan mereka adalah suatu akad sudah 
dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan 
kerelaan itu diungkap melalui ijab dan qabul. 
 Menurut mereka, hadist tentang khiyâr al-majlis tidak boleh diterima karena 
bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Madinah, 5:1 yang berbunyi: 
       ◌ۚ  َني ِذَّلااو ُن َمآاو ُفْو َأ ِدو ُق ُع ْلا ِب ا َه ـُّي َأ ا َي  
Artinya: “Wahai orng-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…”       
Maksud apabila suatu akad telah dipenuhi, kedua belah pihak sudah saling 
rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang ditempat itu untuk membatalkan 
akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, hadist itu bertujuan untuk 
menunjukkan selesai akad jual beli, bukan berpisahnya badan masing-masing pihak 
memiliki hak untuk meneruskan dan membatalkan jual beli.23 Kadang-kadang terjadi, 
salah satu yang berakad tergesa-gesa dalam ijab dan qabul. Setelah itu, tampak 
adanya kepentingan yang menurut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu, 
syariat mencarikan jalan baginya untuk dapat memperoleh  hak yang mungkin hilang 
dengan ketergesa-gesaan tadi. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin 
Hazam bahwa Rasulullah saw bersabda: 
                                                             
23Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…, hlm. 130-131.  
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 ّيبلا لاق مّلسو هيلع اللها ىلص ّبينلا نع هنع اللها يضر مازح نب ميكح ثيدح لاقوأاّقرفتي لمامرايلخاب ناع
 ّتىح دص نإفاّقرفتيله كروبانّيبواق(ملسمو ىراخبل هاور)امهعيبةكرب تقمحابزكوامتك نإوامهعيب فيام        
Artinya: Hadist  Hakim bin Hazim Radhiyallahu ‘anhu, ia bekata, Rasulullah saw. 
besabda, “kedua belah pihal penjual dan pembeli berhak khiyâr selama 
mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika mereka berlaku 
jujur dan terbuka, niscaya akad jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika 
mereka bersikap tertutup dan berdusta, niscaya akad jual beli mereka 
dihapus berkahnya.” (HR.Bukhari dan Muslim).24 
 
 Artinya, bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara 
melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam 
kaaitan pengertian berpisah  dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dirumah 
yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Dirumah yang besar, dihitung sejak 
berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kiara dua atau tiga langkah. Jika 
keduanya bangkit dan pergi bersama-bersama maka pengertian berpisah belum ada. 
Pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan 
adat kebiasaan setempat.25 
b. Khiyâr ta’yin          
Khiyâr ta’yin adalah dua pelaku akad sepakad untuk menunda penentuan 
barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu ditertentu di mana hak 
penentuannya diberikan kepada salah dari keduanya.26 Yang dimaksud dengan khiyâr 
ta’yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas 
                                                             
24Muhammad Fuad Abdul Baqi, Sahih Al-Lu’lu’ Wal Marjan…, hlm. 414.  
25Abdul Rahman dkk, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 99-100.   
26Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu…, hlm. 185.  
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dalam jual beli. Contohnya adalah dalam pembelian mesin kipas angin, misalnya ada 
yang berkualitas super (KWI) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak 
mengetahui secara pasti mana mesin yang super dan mana mesin yang berkualitas 
sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan mereka yang lebih 
paham dibagian mesin kipas angin. Khiyâr seperti ini, menurut ulama Hanafiyah 
adalah boleh. Dngan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat 
banyak, yang kualitasnya itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia 
memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang 
ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyâr ta’yin dibolehkan. 
Akan tetapi, jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan khiyâr ta’yin yang 
dikemukakan oleh ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada 
ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (as-sil’ah) harus jelas, baik kualitas 
maupun kuantitasnya. Dalam persoalan khiyâr ta’yin, menurut mereka, kelihatan 
bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termaksuk 
kedalam jual beli al-ma’dum (tidak jelas identitasnya) yang dilarang dalam syara’. 
khiyâr ta’yin, menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam aksi yang 
bersifat memindah hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah 
pihak, seperti jual beli. Ulama Hanafiyah yang membolehkan khiyâr ta’yin, 
mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyâr ini, yaitu: 
a. pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan 
sifatnya. 
b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya. 
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c. Tenggang waktu untuk khiyâr ta’yin itu ditentukan, yaitu tidak boleh lebih 
dari 3 hari.27   
Hukum-hukum khiyâr ta’yin 
1. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang 
telah disepakati, dan pemilik hak khiyâr wajib menetukan barang 
dagangan yang akan diambilnya pada akhir massa khiyâr yang telah 
ditentukan dan membayar harganya. 
2. khiyâr ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya 
dengan khiyâr syarat. Jika orang yang memiliki hak khiyâr  
meninggalkan sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya 
juga memiliki hak khiyâr untuk menentukan salah satu barang yang 
belum ditentukan tersebut dan membayar harganya. 
3. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atauseluruhnya.28  
c.   Khiyâr syarat 
 yang dimaksud dengan  khiyâr syarat yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi 
salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan 
atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. 
Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya 
berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu. 
                                                             
27Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…, hlm. 131-132.  
28Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk)…, hlm. 
186.  
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 Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa khiyâr syarat ini dibolehkan 
dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsure penipuan yang 
mungkin terjadi dari pihak penjual. khiyâr syarat, menurut mereka hanya berlaku 
dalam transaksi yang bersifat meningkat kedua belah pihak, seperti jual, sewa 
menyewa, perserikatan dagang, dan ar-rahn (jaminan utang). Untuk transaksi yang 
sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam meminjam, 
perwakilan (al-wakalah), dan wasiat, khiyâr seperti ini tidak berlaku. Demikian pula 
halnya dalam akad jual beli pesanan (bai’assalam) dan ash-sharf (valuta asing), 
khiyâr syarat juga tidak berlaku sekalipun kedua akad tersebut mengikat kedua belah 
pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli 
menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad as-sharf 
disyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat dikuasai 
(diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan 
khiyâr syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat 
dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu khiyâr yang disepakati itu selesai.29 
 Tenggang waktu dalam khiyâr syarat, menurut jumhur ulama fiqh harus jelas. 
Apabila tenggang waktu khiyâr tidak jelas atau bersifat selamanya, maka khiyâr tidak 
sah. Menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam khiyâr syarat boleh bersifat 
mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus seperti ini, menurut mereka, hakim 
berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan 
setempat. Apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu yang mutlak, maka 
                                                             
29Nasrun haroen, Fiqh Muamalah…, hlm. 133.  
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kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat, atau ditentukan langsung 
oleh hakim. 
 Para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang 
akan dijadikan tenggang waktu dalam khiyâr syarat, menurut imam Abu Hanifah, 
Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh hanafi, dan Imam Asy-Syafi’I (150-204 
H/767-820 M), tenggang waktu dalam khiyâr syarat tidak lebih dari tiga hari. Hal ini 
sejalan dengan hadits yang berbicara tentang khiyâr syarat, yaitu hadits tentang 
khusus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para 
konsumen mengadu kepada Rasulullah saw. ketika itu bersabda sebagai berikut: 
 تعيابازإ:لاقف عويبلا فى عديخ ّهنأ ملسو هيلع اللها ىلص ّبىّنل لجرركز:لاقهنع اللها يضررمع نبا نعو
 ليوةبلاخلا:لقف(ملسمو ىراخبلا هاور)ّمايأةثلاثرايللخا  
Artinya: dari Ibnu Umar Radhiyaallahu ‘anhu berkata: ada seseorang mengadu 
kepada Rasulullah Saw. bahwa ia ditipu dalam jual beli. Lalu beliau 
bersabda “apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah 
(pada penjual): jangan ada tipuan! Dan saya berhak dalam memilih dalam 
tiga hari” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar).30 
 Menurut mereka, ketentuan tentang waktu tiga hari ini ditentukan syara’ untuk 
kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu tenggang waktu tiga hari ini harus 
dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam 
syara’ bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh 
                                                             
30Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Marram dan Dalil-dalil Hukum, (Terj. Khalifaturrahman 
& Hear Hearuddin…, hlm. 350.    
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ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut mereka apabila 
tenggang waktu yang telah ditentukan hadits diatas maka akad jual belinya dianggap 
batal. 
Menurut Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan 
asy-Syaibani (748-802 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama Hanabilah, 
tenggang waktu dalam khiyâr syarat itu terserah kepada kesepakat kedua belah pihak 
yang melakukan jual belu, sekalipun lebih dari tiga hari. Alasan mereka, khiyâr ini 
disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan, 
kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka. Adapun hadits 
Hamban diatas, menurut mereka khusus untuk Hamban itu, dan Rasulullah saw. 
menganggap bahwa untuk hamban, tenggang waktu yang diberikan cukup tiga hari. 
Sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup tiga hari.31 
 Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai 
dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk 
buah-buahan, khiyâr tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, 
mungkin cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan 
waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka tenggang waktu amat 
tergantung pada objek yang diperjual belikan. 
 Akibat hukum dari keberadaan khiyâr syarat ada dua: satu disepakati oleh 
seluruh ulama fikih dan satu lagi diperselisihkan. Yang disepakati para ulama fiqh 
adalah bahwa akad yang dilakukan bersifat tidak mengikat bagi pihak yang 
                                                             
31Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah.., hlm. 134.  
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mempunyai khiyâr, jual beli itu boleh ia batalkan atau boleh juga ditegaskan menjadi 
akad yang memikat selang tenggang waktu khiyâr itu. Apabila tenggang waktu khiyâr 
habis, tanpa ada pernyataan membeli atau membatalkan jual beli dari pihak yang 
memiliki hak pilih itu, maka akad dianggap mengikat bagi keduanya dan jual beli itu 
dipandang sempurna dan sah. 
 Pembatalan atau penerimaan jual beli bagi pihak yang memiliki hak pilih 
dapat dilakukan melalui ungkapan seperti: “saya batalkan akad jual beli ini” atau 
“saya langsungkan jual beli ini”, atau saya rela dengan jual beli ini, dan dapat pula 
melalui tindakan yang menunjukan kerelaan pembeli membeli barang itu, seperti 
melakukan perbuatan hukum yang bersifat memindah hak milik pada barang itu. 
 Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu khiyâr syarat, para 
ulama fiqh mengemukakan dua syarat, yaitu: 
1. Dilakukan dalam tenggang waktu khiyâr 
2. Pembatalan itu diketahui pihak lain. 
Adapun akibat hukum pada khiyâr syarat yang diperselisihkan adalah 
demikian, ulama Hanafiyah dan Malikiyah, berpendapat bahwa khiyâr ini 
menyebabkan terhalangnya akibat hukum yang lahir dari akad itu. Menurut mereka 
objek jual beli tidak berpindah milik dari penjual kepada pembeli dan harga barang 
juga belum menjadi milik penjual maka barang yang diperjual belikan itu belum 
berpindah dari miliknya ketangan penjual. Sedangkan harga barang berhak diterima 
penjual, karena bagi pembeli akad itu bersifat memikat, sedangkan bagi penjual akad 
itu tidak memikat disebabkan ada khiyâr syarat yang ditentukan. Apabila yang 
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memiliki hak khiyâr adalah pembeli, maka harga barang belum berhak diserahkan 
kepada penjual sampai tenggang waktu khiyâr itu habis, meskipun barang itu harus 
dieserahkan penjual, Karena akad itu bersifat mengikat penjual walaupun tidak 
memikat pembeli. 
 Berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, ulam Syafi’iyah dan 
Hanabilah menyatakan bahwa akibat hukum jual beli itu tetap berlaku selama masa 
khiyâr, sampai barang yang dijual diserahkan kepada penjual, dan pembeli berhak 
menerima harga barangnya, baik khiyâr itu ditentukan bagi kedua belah pihak 
maupun hanya untuk salah satu pihak. 
 Perbedaan pendapat ini akan terlihat jelas dalam masalah biaya objek jual beli 
atau hasil yang muncul secara alami dari objek jual beli. Apabila objek jual beli itu 
adalah hewan ternak, seperti kambing atau sapi, maka biaya pemeliharaan hewan, 
menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, menjadi kewajiban penjual dan hasil hewan 
tersebut seperti susunya menjadi hak penjual. Manurut ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah, biaya pemeliharaan dibebankan kepada pembeli dan hasil (susu hewan) 
itu menjadi haknya.32 
 Khiyâr syarat menurut pakar fiqh, akan berakhir apabila:        
1. Akad dibatalkan atau diangap sah oleh pemilik hak khiyâr, baik melalui 
pernyataan maupun tindakan. 
2. Tenggang waktu khiyâr jatuh tempo tanpa penyataan batal atau diteruskan 
jual beli itu dari pemilik khiyâr, dan jual beli menjadi sempurna dan sah. 
                                                             
32Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…, hlm. 135.  
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3. Objek yang diperjual belikan hilang atau rusak ditangan yang berhak khiyâr. 
Apabila khiyâr milik penjual, maka jual beli itu menjadi batal, dan apabila 
khiyâr menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya 
berlaku dan toidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli. 
4. Terdapatnya penambahan nilai objek yang diperjual belikan ditangan pembeli 
dan hak khiyâr ada dipihaknya. Apabila penambahan itu berkaitan erat dengan 
objek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau 
penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah diatas tanah 
yang menjadi objek jual beli, maka hak khiyâr menjadi batal. Akan tetapi, 
apabila tambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjual belikan, 
seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan dari kebun maka hak 
khiyâr tidka batal, karena objek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau 
tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing dan pohon itu. 
5. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, khiyâr juga berakhir dengan 
wafatnya pemilik hak khiyâr, karena hak khiyâr bukanlah hak yang boleh 
diwariskan. Menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah hak khiyâr tidak batal, 
menurut mereka hak khiyâr boleh diwarisi ahli waris. Hal ini, demikian kata 
mereka sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi 
“siapa yang meninggalkan harta dan hak maka semuanya itu untuk ahli 
warisnya” (HR. Ahmad Ibn Hambal, Abu Daud, dan Ibn Majah)33 
d. Khiyâr ‘Aib 
                                                             
33Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…, hlm. 136.   
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 yang dimaksud dengan khiyâr ‘aib yaitu hak untuk membatalkan atau 
melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang ber akad, apabila terdapat suatu 
cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya 
ketika akad berlangsung. Misalnya, seorang membeli telur ayam satu kilo gram, 
kemudian diantara sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak 
ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli dalam 
khasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, diteteapkan hak khiyâr bagi pembeli. Dan 
dasar hukum khiyâr ‘aib ini, diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw yang berbunyi: 
 هيخأ نم عاب ملسلم ليحلا ملسلماوخأ ملسلما،ملسو هيلع اللها ىلص بينلا لاق:لاقرماع نب هبقع نع
 بيع هيفواعيب(رماع نب ةبقع نع هجام نبا هاور) هنيبلاإ  
Artinya: Dari Uqabah ibn Amir berkata: Rasulullah Saw bersabda: “sesame muslim 
itu bersaudara tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada 
muslim lain padahal pada barang terdapat aib atau cacat” (HR.Ibn Majah 
dari Uqabah ibn Amir).34 
 Khiyâr ‘aib ini, menurut kesepakatan ulama Fiqh berlaku sejak diketahuinya 
cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik 
hak khiyâr. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyâr. Adapun cacat 
yang menyebabkan munculnya hak khiyâr, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah 
adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya 
menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah 
                                                             
34Wahbah Zuhaili, Fiqh dan Perundangan Islam, jilid IV, (Terj. Syeh Ahmad Syed Husain, 
Syiria: Dark-El Fikr, 2002 ), hlm. 572. 
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seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang 
diinginkan dari padanya. 
 Adapun syarat-syarat berlakunya khiyâr ‘aib menurut para pakar fiqh, setelah 
diketahui ada cacat pada barang itu, adalah: 
1. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima 
barang dan harga, atau cacat  itu merupakan cacat lama. 
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad 
berlangsung. 
3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa 
apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. 
4. Cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad. 
pengembalian barang yang cacatnya itu berdasarkan khiyâr al-‘aib boleh 
terhalang disebabkan:  
1. pemilik hak khiyâr rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu 
ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan. 
2. hak khiyâr itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan 
yang jelas maupun melalui tindakan. 
3. benda yang menajdi objek transaksi itu hilang ata muncul cacat baru 
disebabkan perbuatan pemilik hak khiyâr.atau barang itu telah berobah total 
ditangannya. 
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4. terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak khiyâr.35 
e. Khiyâr ar-Ru’yah 
 yang dimaksud dengan khiyâr ru’yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk 
menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang 
belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama, yang terdiri atas ulama 
Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiliyah menyatakan bahwa khiyâr ru’yah 
disyariatkan dalam islam berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi: 
( نىطقراددلا هاور) هارازإرايلخابوهف هري لمايش ىترشا نم:ملسو هيلع اللها ىلص بينلا لاق:لاق ةريره بيا نع 
Artinya: Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah Saw bersabd, “siapa yang membeli 
sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyâr apabila telah melihat 
barang itu”. (HR. ad-Daruqutni).36 
 Akad seperti ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan 
dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti 
ikan kaleng (sardencis). Khiyâr ru’yah, menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli 
melihat barang yang akan dia beli.  
 Akan tetapi ulama Syafi’iyah dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), 
mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan 
sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka khiyâr ru’yah 
                                                             
35Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…, hlm 137  
36Ad-Daruqutni, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, Sunan Ad-Daruqutni, (terj. Anshori 
Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 7.  
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tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsure penipuan yang boleh membawa 
kepada perselisihan.37 
 Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya khiyâr ru’yah, 
yaitu: 
1. objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung. 
2. Objek akad berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan. 
3. Akad itu sendiri mempunyai alternative untuk dibatalkan, seperti jual beli an 
sewa menyewa. 
Menurut jumhur ulama, khiyâr ru’yah akan berakhir apabila:  
1. Pembeli menunjukan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui 
pernyataan atau tindakan. 
2. Objek yang diperjual belikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh 
kedua belah pihak yang berakad, orang lain, muapun oleh sebab alami. 
3. Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli. 
4. Orang yang memiliki hak khiyâr meninggal dunia, baik sebelum melihat 
objek yang dibeli maupun sesudah dilihta, tetapi belum ada pernyataan 
kepastian membeli darinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, khiyâr 
ru’yah tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut ulama 
Malikiyah boleh diwariskan dan karenanya hak khiyâr belum langsung gugur 
                                                             
37Nasron Haroen, Fiqh Muamalah…, hlm. 137-138  
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dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, 
apakah dilanjutkan atau akan dibatalkan.38 
2.4. Berakhirnya khiyâr ‘aib dan hikmah dalam khiyâr 
Hak khiyâr ‘Aib akan berakhir dalam arti pelaku transaksi tidak memiliki hak 
opsional untuk melangsungkan transaksi lagi, apabila setelah mendapati ‘Aib terjadi 
hal-hal berikut: 
1. Tidak segera mengembalikan (radd) komoditi. 
2. Komoditi telah dimanfaatkan, seperti dipakai, disewakan, dijual, dan 
lainnya. Karena tindakan-tindakan seperti ini mengindikasikan rela (ridla) 
dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan transaksi.39 
Ada beberapa pendapat tentang batas waktu khiyâr, menurut Imam Syafi’i dan 
Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyâr ialah tiga hari sedangkan 
menurut Imam Malik dan Abu Hanifah jangka waktu khiyâr ialah sesuai dengan 
kebutuhan.  
Perkara yang menghalangi pengembalian barang yang cacat dan akad menjadi 
lazim (mengikat) diantaranya dengan sebab-sebab sebagai berikut : 
1. Ridha setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan 
atau adanya petunjuk. 
2. Menggugurkan khiyâr, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti, 
“aku telah menggugurkan khiyâr” dan ucapan yang serupa. 
                                                             
38Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…, hlm. 138-139  
39http://repository.uinjkt.ac.id  
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3. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk 
aslinya. 
4. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut 
dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang 
tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.40 
 Adapun ketentuan mengenai masa berakhirnya khiyâr ialah sebagai berikut : 
a. Dengan berpisah keduanya dari tempat jual beli menurut adat kebiasaan 
jika dengan khiyâr majlis. 
b. Setelah keduanya melihat objek yang dijualbelikan dengan khiyâr 
ru’yah. 
c. Dengan berakhirnya jangka waktu khiyâr. Selama tiga hari jika 
menggunakan khiyâr syarat atau sesuai dengan kesepakatan keduanya . 
d. Akad telah dibatalkan dan dinyatakan sah oleh pemilih khiyâr. 
e. Masa waktu khiyâr telah habis, walaupun tanpa ada pertanyaan batal 
dari pemilik khiyâr, dan jual belinya menjadi sah dan sempurna. 
f. Objek yang diperdagangkan rusak (cacat) atau hilang dari tangan yang 
berhak khiyâr. Jika khiyâr dari penjual maka jual beli menjadi batal, jika 
khiyâr milik pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh 
dibatalkan. 
g. Objek yang diperdagangkan tidak segera dikembalikan atau telah 
dimanfaatkan seperti, dipakai, disewakan, dijual, dan lainnya dalam 
                                                             
40http://eprints.walisongo.ac.id  
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khiyâr ‘aib, sebab mengindikasikan rela dengan kondisi barang, dan 
memilih untuk melangsungkan akad. 
h. Kematian orang yang memberikan syarat atau hal-hal yang semakna 
dengan mati, seperti : mabuk, gila dan sebagainya. 41 
Imam Syafi’i berpendapat bahwa khiyâr yang melebihi tiga hari membatalkan 
jual beli, sedangkan jika kurang dari tiga hari hal itu adalah rukshah (keringanan). 
Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk 
melakukan jual beli.42 Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang 
melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. 
Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli 
itu terbebas dari segala macam khiyâr, apabila jual beli itu masih mempunyai hak 
khiyâr, maka jual beli itu belum mengikat dan boleh dibatalkan. beberapa hikmah 
dari khiyâr sebagai berikut : 
1. Khiyâr dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip 
islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. 
2. Medidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, 
sehingga pembeli mendapatkan barang dagangannya yang baik atau benar-
benar disukainya. 
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pmbeli dan 
mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang. 
                                                             
41Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Jakarta : Attahiriyah, 1976), hlm. 275  
42Muhammad Yusuf Musa,  Al-Amwal wa Nazhariyah al-Aqd ( Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi, 
1976), hlm. 165.   
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4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun 
pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. 
5. Khiyâr dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara 
sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan 
berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak dapat 
mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dan akibat buruk lainnya.43 
 
 
 
                                                             
43http://repository.uinjkt.ac.id  
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 BAB TIGA 
IMPLEMENTASI KHIYÂR ‘AIB PADA TRANSAKSI JUAL BELI BARANG 
ELOKTRONIK DI KECAMATAN DARUSSALAM MENURUT HUKUM 
ISLAM 
 
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam dan Lokasi Toko Elektronik 
 Kabupaten Aceh Besar yang juga dikenal dengan sebutan Aceh Besar 
“Makmue Beu Saree”, dengan ibu kotanya Jantho secara legal-formal didirkan pada 
tahun 1984 dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan 
sebagai hari jadi ibu kota Jantho. Walaupun status pemerintahnya adalah pemerintah 
Kabupaten, tidak serta-merta menjadikan kehidupan masyarakatnya seperti yang 
terjadi dikota-kota besar karena ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota 
yang cukup luas. Level yang dicapai kabupaten Aceh Besar adalah sebuah kota yang 
masih tergolong klasifikasi kota kecil. 
 Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 kecamatan, salah satunya adalah 
kecamatan Darussalam yang terdiri dari 3 mukim yaitu Tungkop, Siem dan Lambaro 
angan dengan jumlah penduduk diantaranya : laki-laki 9.315 jiwa dan perempuan 
11.337 jiwa dengan jumlah KK 4.955. Dikecamatan Darussalam pusat kegiatan 
ekonomi yang lebih dominan adalah ditungkop dimana perekonomiannya lebih 
banyak masukan dibandingkan dengan pemukiman lainnya, karena disitu pusat 
pembelajaan bagi warga sekitaran dan mahasiswa yang tinggal dikecmatan 
Darussalam. Pasar Tungkop sangat strategis tempatnya karena mudah dijangkau oleh 
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semua kalangan baik itu masyarakat Tungkop sendiri maupun mahasiswa yang 
tinggal diseputaran Darussalam.1 
  
3.2. Profil Toko Elektronik 
3.2.1. Profil Jasa Indah 
Jasa indah didirikan oleh Firman pada tahun 2015 yang berkedudukan di 
Pasar Tungkop Darussalam, Jasa indah hanya mempunyai satu toko dan tidak 
memiliki cabang. Jasa indah mempekerjakan 2 orang pegawai yang menjaga dan 
mengelola toko tersebut. 
Dari tahun ketahun barang elektronik semakin diminati oleh masyarakat, 
bahkan sekarang barang elektronik telah menjadi kebutuhan pokok rumah tangga, 
bukan hanya menjadi kebutuhan pokok namun pada zaman sekarang barang 
elektronik digunakan para kalangan masyarakat terutama ibu rumah tangga untuk 
memudahkan dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini bisa dilihat semakin meningkatnya 
penjualan produk-produk barang elektronik terbaru yang terjual ditoko elektronik 
Jasa indah. Adapun penghasilan perbulan yang dihasilkan oleh toko elektronik Jasa 
indah yang sudah bersih berkisar lebih kurang Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta 
rupiah). 
Jasa indah menjual berbagai merek barang elektronik diantaranya, setrika, Ac, 
kipas angin, radio, mesin cuci, kulkas, Tv, dan lain-lain sebagainya. Selain menjual 
                                                             
1Kecamatan Darussalam Aceh Besar, Sejarah, diakses pada tanggal 12 oktober 2017 dari 
situs: http://Bupati Aceh Besar.co.id/kecamatan-darussalam.   
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barang elektronik yang tersebut jasa indah juga menjual Sparepart barang-barang 
elektronik lainnya. Diantara sekian banyak barang-barang elektronik yang terjual di 
jasa Indah yang paling diminati oleh kalangan masyarakat yaitu kulkas karena kulkas 
sebagai tempat penyimpanan barang dalam jangka waktu yang lama.2 
3.2.2. Profil Duta Kado 
Duta Kado didirikan oleh Tgk. Moh. jamil pada tahun 2012 yang berkeduduk 
di Tungkop. Duta Kado hanya memiliki satu toko dan tidak ada cabang. Duta Kado 
mempekerjakan tiga orang staf karyawan yang menjaga dan mengelola Duta Kado. 
Duta Kado sudah lama berdiri beberapa tahun dan penghasilannya sudah mencapai 
Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) perbulan, toko yang baru saja didirikan 
ini dapat memperoleh sedemikian keuntungan dikarenakan banyaknya minat daripada 
konsumen dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah tangganya. 
 Duta Kado juga menjual berbagai merek barang elektronik baik itu kompor 
listrik, ricecooker, dispenser, blender, oven, mixer dan lain-lain sebagainya. Selain 
menjual barang elektronik utuh Duta Kado juga menjual berbagai suku cadang.3 
3.2.3. Profil Toko Lestari 
Toko Lestari didirikan oleh Marzuki pada tahun 2015 yang berkedudukan di 
Lamnyong Darussalam, Toko Lestari hanya mempunyai satu toko dan tidak memiliki 
                                                             
2Hasil wawancara dengan Firman, pemilik Toko Jasa Indah Kecamatan Darussalam, pada hari 
Senin, tanggal 11 Desember 2017, pukul. 12.00 WIB.  
3Hasil wawancara dengan Tgk.Moh.Jamil,, pemilik Toko Duta Kado Kecamatan Darussalam, 
pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, pukul. 14.00 WIB. 
48 
 
 
 
cabang. Toko Lestari mempekerjakan 2 orang pegawai yang menjaga dan mengelola 
toko tersebut. 
Dari tahun ketahun barang elektronik telah menjadi kebutuhan pokok rumah 
tangga, bukan hanya menjadi kebutuhan pokok namun pada zaman sekarang barang 
elektronik digunakan para kalangan masyarakat terutama ibu rumah tangga untuk 
memudahkan dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini bisa dilihat semakin meningkatnya 
penjualan produk-produk barang elektronik terbaru yang terjual ditoko elektronik 
Jasa indah. Adapun penghasilan perbulan yang dihasilkan oleh toko elektronik Jasa 
indah yang sudah bersih berkisar lebih kurang Rp.20.000.000 (dua puluh  juta 
rupiah).4 
3.3. Bentuk Khiyâr ‘Aib dalam Praktik Jual Beli Barang Elektronik 
Setiap toko barang elektronik memiliki bentuk penerapan khiyâr ‘aib masing-
masing, begitu juga dengan tiga toko yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu 
toko Jasa Indah, Duta Kado dan Lestari, bentuk khiyâr ‘aib dari toko Jasa Indah yang 
berada di kawasan Tungkop Darussalam yaitu dengan memberikan hak memilih 
barang yang diinginkan pembeli sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap 
transaksi jual beli barang elektronik. 
 Seiring dengan kemajuan zaman yang makin berkembang, membuat para 
pelaku usaha bisnis lebih meningkatkan diri dalam menghasilkan produk-produk 
yang dapat diterima dan dipergunakan oleh konsumen rumah tangga. Hal tersebut 
                                                             
4Hasil wawancara dengan  Marzuki, pemilik Toko Lestari Kecamatan Darussalam, pada hari 
Selasa, tanggal 12 Desember 2017, pukul. 11.00 WIB.  
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menyebabkan semakin banyak produk yang dipasarkan haruslah mempunyai 
keunggulan sendiri sehingga memudahkan konsumen sebagai pemakai produk rumah 
tangga. Banyak terobosan baru yang dikembangkan oleh produsen untuk 
meningkatkan kualitas produk, segala upaya yang dilakukan oleh pihak produsen 
membuat konsumen melakukan pilihan atau lebih selektif dalam menggunakan suatu 
jenis barang elektronik dari pihak produsen. Termasuk salah satunya suku cadang 
yang dijual dengan berbagai jenis karenanya dipasaran, karenanya perlu diketahui 
kesesuaian antara kualitas dengan harga yang ditawarkan pihak produsen. 
Menurut pengelola toko jasa Indah mengatakan bahwa kualitas suatu barang 
elektronik dapat dilihat dengan tiga cara, yaitu fisik, tingkat ketahanan dan harga. 
Terdapat perbedaan fisik antara satu barang dengan barang lainnya yang tidak 
memiliki tingkat kualitas yang sama. Kualitas yang bagus menunjukan fisik yang 
bagus pula dan begitu juga sebaliknya seperti misalnya mesin cuci dengan merek 
Samsung.5 
Penerapan terhadap khiyâr ‘aib dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang 
ada pada khiyâr ‘aib. Syarat pertama memilih salah satu dari tiga jenis barang yang 
akan dibeli. Pada toko Jasa indah jenis dari barang tersebut terbagi menjadi tiga 
bagian, yaitu jenis original 100%, original 99%, dan original 75% atau didalam 
khiyar ‘aib disebut juga dengan jenis baik, sedang dan jelek. Namun untuk original 
75% tidak diperjualkan pada toko ini, dikarenakan kualitasnya yang sangat rendah . 
                                                             
5Hasil wawancara dengan Firman, pemilik Toko Jasa Indah Kecamatan Darussalam, pada hari 
Senin, tanggal 11 Desember 2017, pukul. 12.00 WIB.   
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pada Duta Kado barang elektronik tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu jenis 
original dan jenis biasa.  
 Syarat kedua, jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga 
dari jenis yang lainnya dan harganyapun harus diketahui secara pasti, pada toko Duta 
Kado untuk televisi dengan kualitas bagus dijual dengan harga sekitar Rp.3.500.000 
dan untuk kualitas sedang dijual dengan harga sekitar Rp.2.500.000 sedangkan 
remote Tv dengan kualitas bagus dijual dengan harga Rp. 180.000 dan untuk kualitas 
sedang dijual dengan harga Rp.75.000. sementara untuk antenna Televisi memiliki 
harga berkisar Rp.850.000 yaitu kualitas bagus dan kualitas biasa dijual dengan harga 
Rp.130.000.6 
 Pada Toko Lestari juga tidak jauh berbeda dengan Toko Jasa Indah dan Duta 
Kado. Untuk barang ekektronik yang dijual pada Toko Lestari dapat dilihat dari 
kualitas barang yang dihubungkan dengan harga barang tersebut, namun tidak 
selamanya harga tinggi dapat menjamin kualitas barang tersebut bagus, pembeli juga 
harus melihat kualitas tersebut dari segi fisik dan tingkat keamanan. Untuk Tv 
kualitas bagus dijual dengan harga 8.000.000 dan itu juga tergantung merek dan besar 
Tvnya, namun kerusakan dari Tv tersebut tergantung kepada pemakaian konsumen 
dan arus listrik yang ada dirumah konsumen tersebut.  
kriteria ‘aib yang bisa menetapkan hak khiyar ‘Aib ialah : 
                                                             
6Hasil wawancara dengan Tgk.Moh.Jamil,, pemilik Toko Duta Kado Kecamatan Darussalam, 
pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, pukul. 14.00 WIB. 
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1. ‘Aib qadim, yakni ‘aib yang ada sebelumnya terjadi transaksi, atau ada 
setelah transaksi namun sebelum terjadi serah terima barang, atau ada 
bersamaan dengan serah terima barang, dan atau ada setelah serah terima 
barang namun merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya. 
2. ‘Aib yang mengurangi fisik barang yang bisa menafikan minat pelaku 
transaksi. 
3. ‘Aib yang mengurangi fisik barang atau tidak, namun bisa mengurangi 
harga pasaran. 
4. ‘Aib yang tidak wajar ditemukan pada fisik barang tersebut.7 
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyâr ‘Aib dalam Praktik Jual Beli 
   Tinjauan hukum islam terhadap khiyâr ‘aib dalam praktik jual beli dapat 
dibandingkan dengan pola yang ada dilapangan dengan syarat-syarat khiyâr ‘aib yang 
telah penulis paparkan pada bab dua. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: 
1. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima 
barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama. 
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad 
berlangsung. 
3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa 
apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. 
4. Cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad.   
                                                             
7http://repository.uinjkt.ac.id  
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Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki perbedaan sifat dan harga dari 
masing-masing barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan 
baik itu antara sifat dan harga, maka khiyâr ‘aib tidak dapat diberlakukan. Karena 
apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis masing-masing barang, maka 
barang tersebut bersifat majhur (tidak diketahui) dan akan membuat akad jual beli 
menjadi fasid (rusak). 
Masa atau batas waktu dari khiyâr ‘aib juga harus ditentukan dengan jelas. 
Imam Syafi’i dan Abu Hanifah telah menetapkan paling lama tiga hari seperti yang 
ditetapkan pada khiyâr syarat, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut 
juga akan menjadi fasid (rusak). Namun ada juga pendapat dari Imam Malik dan Abu 
Hanifah mengatakan bahwa batas waktu khiyar adalah sesuai dengan kebutuhan. 
Menurut penulis batas waktu khiyâr ‘aib tersebut memiliki kekurangan dalam 
penerapannya. Sebab tidak semua barang yang dibeli dapat dibuktikan kualitasnya 
dalam jangka waktu satu hari. Banyak pembeli yang tidak mengetahui perbedaan 
kualitas dan harga pada barang yang dibeli, sehingga pembeli tersebut berpedoman 
pada barang yang direkomendasikan oleh penjual sesuai dengan keinginan 
penjualnya. Namun untuk membuktikan kualitas barang dalam jangka waktu satu 
hari, kita akan menyimpulkan barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai, karena 
setiap barang baru yang digunakan untuk pertama kalinya memiliki fungsi yang 
bgaus, namun jika penggunaan barang tersebut lebih dari satu hari bisa saja 
perbedaan kualitas barang akan terlihat. Sehingga pembeli tidak dapat menggunakan 
hak khiyârnya jika pembeli menemukan kecacatan pada barangnya lewat dari jangka 
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waktu satu hari. Jika terjadi hal seperti ini, pembeli tidak dapat mengembalikan 
barang kepada penjual, karena menurut penjual, kecacatan yang terlihat pada barang 
lebih dari satu hari tidak menjadi tanggung jawab dari pihak penjual. Sehingga 
pembeli akan menanggung kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang tersebut dan 
pembeli juga akan kehilangan hak khiyâr ‘aib yang ada pada pembeli.  
Dalam penerapan batas waktu, kebanyakan toko barang Elektronik 
menerapkan selama satu hari. Karena jika penjual menyetujui pembeli 
mengembalikan barang lebih dari satu hari dengan alasan barang itu tidak dapat 
digunakan, maka dapat dikhawatirkan pembeli dapat melakukan penipuan, sebab 
barang tersebut rusak buka dari kesalahan pihak toko, namun karena kelalain pihak 
penjual dalam penggunaan barang. Sehingga tanggung jawab pada kerusakan barang 
tidak dibebankan pada penjual, melainkan pada pembeli barang itu sendiri. Ketetapan 
batas waktu yang dibuat oleh penjual juga untuk mengantisipasi agar tidak adanya 
kerugian dari pihaknya sebagai penjual karena ulah dari beberapa pembeli yang 
berlaku curang. 
Namun, jika melihat dari segi pembeli, sebagian dari pembeli tidak 
mengetahui perbedaan dari tingkatan kualitas barang yang ingin dibelinya, sering kali 
pembeli bertanya terlebih dahulu kepada penjual mengenai barang yang ingin 
dibelinya, sehingga para pembeli sering mendengarkan barang yang direkomdasikan 
oleh penjual. Setelah deilakukan pemilihan dan pengujian kelayakan barang ditempat 
pembelian, penjual membuat pembeli merasa yakin bahwa barang yang dibelinya 
sesuai dengan keinginan pembeli. Kelemahannya adalah terdapat pada jangka waktu 
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pengembalian barang pada toko barang elektronik yang ditetapkan selama satu hari. 
Karena satu hari tidak dapat dijadikan waktu untuk pembuktian bahwa barang 
tersebut benar-benar barang yang dapat digunakan sesuai dengan tingkat kualitasnya 
atau barang yang tidak sesuai dengan tingkat kualitasnya. Karena pada dasarnya, 
setiap barang abru pakai sangat sulit untuk terlihat kecacatannya, jika barang tersebut 
baru pertama kalinya digunakan, karena fungsi dari barang masih bekerja dan dapat 
digunakan dengan baik, sesuai rancangan dari pabrik tempat pembuatan barang. 
Namu jika barang tersebut digunakan secara berangsur, maka dapat dilihat 
kualitas barang dikategorikan pada tingkatan seperti apa. Ketahanan fungsi barang 
dapat dilihat dari cepat atau tidaknya barang tersebut mengalami kerusakan. Jika 
barang berkualitas rendah, maka jangka waktu ketahanannya tidak akan lama 
disebabkan dari bahan-bahan maupun proses pembuatannya yang tidak sebagus 
barang dengan kualitas terbaik. Kualitas barang yang baru dapat terlihat lebih dari 
satu hari sering kali membuat pembeli merasa tidak puas akan barang tersebut dan 
merasa dirugikan oleh pihak penjual, sehingga mengakibatkan hilangnya fungsi dari 
penerapan khiyâr ‘aib. 
Dari teori bab dua dijelaskan, jika pembeli menemukan kecacatan pada barang 
dan kedua berselisih paham, maka pendapat yang paling diutamakan adalah perkataan 
pembeli yang disertai dengan sumpah, artinya pembeli bisa saja mengembalikan 
barang tersebut akibat cacat dengan alasan yang jelas dan benar meskipun jangka 
waktu telah melewati satu hari, bukan semata-semata untuk unsure penipuan. Namun 
faktanya kebanyakan pembeli yang meminta pertanggung jawaban kepada penjual 
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sering diacuhkan oleh penjual, dengan alasan barang tersebut bukanlah tanggung 
jawab penjual lagi. Hal-hal seperti inilah yang mmebuat pembeli sering kali merasa 
kecewa dan enggan untuk mengembalikan barang yang cacat tersebut, sehingga 
kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang lebih sering dirasakan oleh pembeli dari 
pada penjual. 
Maka dari itu, fakta yang terjadi dilapangan menurut penulis tidak sesuai 
dengan landasan hukum serta syarat-syarat diberlakukannya Implementasi Khiyâr 
‘Aib yang telah penulis paparkan diatas, sehingga kesimpulan akhir penulis adalah 
implementasi Khiyâr ‘Aib pada transaksi jual beli barang elektronik dikecamatan 
Darussalam belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi 
ini, maka dalam bab empat ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Bentuk implementasi khiyâr ‘aib adalah pembeli dapat bertatanya pada 
penjual mengenai barang yang diinginkan, selanjutnya penjual barang 
elektronik membelikan barang yang diinginkan pembeli dan menawarkan 
barang elektronik dengan kualitas yang bagus serta menginformasikan kepada 
pembeli terhadap perbedaan kualitas antara masing-masing barang tersebut. 
Namun pilihan tetap diserahkan kepada pembeli. 
2. Pembeli dapat mengetahui perbedaan kualitas dan harga dari berbagai variasi 
barang elektronik yang dijual dengan berbagai cara yaitu dengan melihat 
ketahanan pada barang, dilihat dari fisik yang memiliki logo, dan dilihat dari 
harga yang murah atau mahal. Namun implementasi khiyâr ‘aib yang terjadi 
dilapangan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak 
memenuhi syarat-syarat dalam khiyâr ‘aib. 
3. Para penjual belum mengetahui mengenai khiyâr ‘aib. Sehingga penerapan 
khiyâr ‘aib yang diimplementasikan oleh penjual terjadi dengan sendirinya 
sesuai dengan etika bisnis guna mencapai kemaslahatan antara penjual dan 
pembeli yang berbentuk unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Namun 
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implementasi khiyâr ‘aib pada transaksi jual beli barang elektronik 
dikecamatan Darussalam belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam. 
4.2. Saran 
Adapun saran-saran terhadap penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada pemilik dan pegawai pada toko barang elektronik agar 
meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan Fiqh 
Muamalah, khususnya yang terkait dengan jual beli dan Khiyar ‘Aib. Selain 
itu juga diharapkan kepada para penjual agar dapat menginformasikan pada 
pembeli saat transaksi jual beli terjadi mengenai kesesuain kualitas dan harga 
barang kepada pembeli, karena tidak semua pembeli dapat mengetahui 
informasi tersebut. Penjual harus memiliki kejujuran terhadap barang yang 
dijual dalam transaksi jual beli, agar terciptanya unsure kemaslahatan bersama 
antara kedua belah pihak. 
2. Diharapkan kepada pembeli untuk lebih teliti sebelum membeli suatu barang 
yang diinginkannya atau diperlukannya, karena jika pembeli telah keluar dari 
toko tersebut, maka pihak toko tidak lagi bertanggung jawab atas kerusakan 
pada barang. Juga diharapkan kepada pembeli untuk memiliki pengetahuan 
mengenai jenis barang serta dapat membedakan antara barang yang original 
dan tidak original (Kw).  
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